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Pada hari ini Kamis tanggal Ssmbilan butan Agustus tahun Dua Ribu Detapan Bshs
(09{8-2018) b€riempat di Jakaia, yarE bortandaEngan di bavvah ini:

I. sRI PUGUH BUDI UTAf,I : Direktur Jenderal Pomasyarakalan, Kemanterian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Repuuik

lndon€sia, beralamat di Jalan Veleran No. 1l

Jakarta Pusat '10110, dalam hal ini bertindak

untuk den atas nama Direktorat J6nderal

Pema3yarakatan Kern€nterian Hukum dan Hak

Asesi Menusia Republik lndonesia, s€lanjutnya

dis€but sebagai PIHAK l;



2. ARLINDA : Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor

Nasional Kementerian Perdagangan Republik

lndonesia, beralamat di Jalan M.l. Ridwan Rais

No. 5 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Direktorat

Jenderal Pengembangan Ekspd Nasional

Kementorian Perdagangan Republik lndonesia,

selaniutnya disebut sebagai PIHAK ll;

PIHAK I dan PIHAK ll selanjutnya s6c,ara bersama-sama disebut sebagai PARA

PIHAK, tedebih dahulu msnerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa PIHAK I adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia yang

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebiiakan dan standarisasi

teknis di bidang Pemasyarakatan.

b. Bahwa PIHAK ll adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan Republik lndonesia yang

mempunyai lugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan keboakan di

bidang promosi, pengombangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta

pelaku ekspor.

Untuk selanjutnya PARA PIHAK sepakat mengadakan Perianiian Kerja Sama

b€rdasarkan Pasal 3 Nota Kgsepahaman antara Kemonterian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik lndonesia dengan Kementerian Perdagangan Republik lndonesia

Nomor : M.HH-03.HH.05.05 Tahun 20'18 dan Nomor 0'UM-DAG/MOU/4/2018 tentang

Pemberdayaan dan Perlindungan Hasil Produk Kekayaan lntelektual Bagi Pelaku

Usaha dan Warga Binaan Pemasyarakatan, dsngan ketentuan sebagai berikut :

Pa3al t
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perianjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud sebagai kerangka acuan bagi

PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama p€ngembangan produk Warga

Binaan Pemasyarakatan untuk orientasi ekspor.



(2) Peqanjian Kerja Sama ini bertu.iuan untuk melaksanakan kegiatan dalam

rangka optimalisasi pengembangan produk Warga Binaan Pemasyarakaian

untuk orientasi ekspor.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Peningkatan kamampuan sumber daya manusia melalui pelatihan, workshop,

ssminar, serta pengembangan desain prcduk dan kemasan yang berorientasi

ekspor;

b. Pamberian informasi dan dukungan kegiatan promosi dan pemasaran bagi

produk Warga Binaan Pemasyarakalan yang berorientasi ekspor; dan

c. Pemberian dukungan data dan informasi terkait peluang pasar ekspor.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK I mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Menyiapkan Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai peserta

kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang

pedagangan;

b. Mengusulkan hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan

dikembangkan dan/atau dibina;

c. Menginventarisir dan/atau mengusulkan hasil karya Warga Binaan

Pemasyarakatan yang akan dipromosikan dan/atau dipasarkan;

d. Menyediakan fasilitas tempat penyelenggaraan pelatihan, $/orkshop,

seminar, pengembangan desain produk dan kem6san, serta jaminan

keselamatan dan keamanan bagi PIHAK ll selama penyelenggaraan

kegiaian berlangsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah

Tahanan; dan

e. Menyediakan bahan baku dan p€ralatan pendukung untuk pelaksanaan

pelatihan, uorkshop, seminar,serta p€ngembangan desain produk dan



kemasan bagi petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan

Pemasyarakatan.

(2) PIHAK n mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Menyediakan tenaga ahli, narasumber unluk pelaksanaan pelatihan,

wot*shop, seminar, serla pengembangan desain prcduk dan kemasan bagi

petugas pemasyarakaian dan Warga Binaan Pemasyarakatan;

b. Menyediakan akomodasi, transportasi dan honorarium bagi tenaga

ahli/narasumber;

c. Menyediakan inbrmasi dan dukungan kegiatan promosi dan pemasaran

bagi produk Warga Binaan Pemasyarakatan yang berorientasi ekspor: dan

d. Menyediakan data dan intormasi terkait peluang pasar ekspor kepada

PIHAK I-

Passl 4

PELAKSANAAN

('l) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK menyusun

rencana kerja tahunan secara periodik setiap bulan Januarii

(2) Untuk pelaksanaan Peqanjian Kerja Sama tahun pertama, rencana keria

disusun bersamaan dengan p€ngesahan Perjanjian Kerja Sama ini;

(3) Rencana keria sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayat (2) merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pa3al 5

PE] BIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan

pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,

serta sumber-sumber lain yang sah b€rdas€rkan ketentuan p€raturan perundang-

undangan.



Pa3al 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal Tiga bulan April

tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31412023\.

(2) PeIianjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA

PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak

lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pa3al 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas p€laksanaan Penanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh

PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai

kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 8

KEADAAN KAHAR IFORCE AJEURA

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau force

majeure, dapal dipeffmbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu

pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persstujuan PARA PIHAK

(2) Yang termasuk keadaan kahar (forca majeurc) adalah :

a. Bencana alam;

b. Tindakan pemerintah di bidang fiskaldan moneter; atau

c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9

PEI{YELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai p€laksanaan

Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dangan c€ra

musyawarah untuk mencapai mufakat.



Pa.al l0
ADENDUM

S€gala sosuatu yang belum diatur dalam Perianjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih

hnjut berdassrkan kesopakatan PARA PIHAK dalam Perjaniian Keria Sama

Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjaniian

Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatrangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal,

bulan, dan tahun sebagaimana disobutkan pada bagian awal Perjanjian Koria Sama,

dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi m€torai cukup, dan mempunyai

kekuatan hukum yang sama s€tolah dilandatangani oleh PARA PIHAK, dibubuhi cap

basah lembaqa dan masing-masing pihak memperdeh 1 (salu) naskah asli

Perjaniian Kerja Sama.

PIHAK I,
DIREKruR JENDERAL
PEMASYARAKATAN

PIHAK II,
DIREKTUR JENDERAL
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